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LAMPIRAN 5. PEDOMAN WAWANCARA 

PEDOMAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 

TAHUN 2014  TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 23 TAHUN 2002 

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

DI KABUPATEN BEKASI 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1 Data terkait perlindungan anak di Kabupaten Bekasi 

1.1 Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan 

Anak (Simfoni) KemenPPA, kasus kekerasan anak di Kabupaten Bekasi 

masuk dalam tiga kategori kasus tertinggi di Jawa Barat. Selain itu 

terdapat trend peningkatan kasus kekerasan sesuai website Kabupaten 

Bekasi. Apakah Dinas PPPA memonitor data tersebut? 

1.2 Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas PPPA terhadap data kekerasan 

anak tersebut? 

1.3 Berdasarkan data pada website Kabupaten Bekasi, kasus penelantaran 

anak memiliki proporsi terbesar dari total kasus kekerasan di Kabupaten 

Bekasi tahun 2020. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dinas PPPA 

menyikapi hal tersebut? 

 

2 Implementasi UU no 35 Tahun 2014. 

2.1 Perlindungan Anak merupakan amanat dari UU no 35 Tahun 2014. 

Apakah Kabupaten Bekasi telah melaksanakan UU tersebut? Sejak kapan 

Pemerintah Kabupaten Bekasi melaksanakan UU no 35 Tahun 2014? 

2.2 Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas PPPA dalam melaksanakan UU 

no 35 Tahun 2014 

 

3 Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

3.1 Apakah menurut Saudara Pemerintah Kabupaten Bekasi telah 

melaksanakan UU no 35 Tahun 2014? 

3.2 Kalau jawaban sebelumnya iya, sebutkan upaya yang telah dilakukan 

oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan UU no 

35 Tahun 2014? 

3.3 Apakah terdapat peraturan lokal di kabupaten Bekasi sebagai turunan 

dari UU no 35 Tahun 2014? Jelaskan. 

 

4 Sumberdaya 

4.1 Siapa yang mengimplementasikan UU no 35 Tahun 2014 di kabupaten 

Bekasi? 
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4.2 Jelaskan sumber daya yang terlibat dalam perlindungan anak di 

kabupaten Bekasi? 

4.3 Jelaskan program kerja Dinas PPPA dalam mendukung implementasi 

kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Bekasi! 

4.4 Apakah terdapat kelompok masyarakat yang proaktif memantau kejadian 

kekerasan anak di Kabupaten Bekasi?  

4.5 Jika iya, jelaskan! 

 

5 Karakteristik Agen Pelaksana 

5.1 Jelaskan struktur organisasi di Dinas PPPA! 

5.2 Apakah Dinas PPPA bertanggung jawab langsung kepada pimpinan 

daerah? 

5.3 Apakah terdapat struktur serupa dengan Dinas PPA untuk perlindungan 

anak di tingkat kecamatan dan kelurahan? 

5.4 Jika iya, jelaskan strukturnya! 

5.5 Apakah terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung 

Dinas PPPA dalam pemantauan kasus kekerasan anak di Kabupaten 

Bekasi? 

5.6 Jika Iya, jelaskan struktur organisasinya! 

 

6 Sikap/kecenderungan para Pelaksana: struktur birokrasi 

6.1 Bagaimana peran Dinas PPA dalam perlindungan anak di kabupaten 

Bekasi 

6.2 Apakah terdapat trend peningkatan kasus kekerasan anak di Kabupaten 

Bekasi?  

6.3 Bagaimana peran Dinas PPPA dalam menyikapi trend kasus kekerasan 

anak di kabupaten Bekasi?  

6.4 Bagaimana peran pelaksana di Dinas PPPA dalam mendukung 

implementasi UU no 35 Tahun 2014 di Kabupaten Bekasi? 

 

7 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana: koord antar instansi 

7.1 Bagaimana mekanisme koordinasi antara Dinas PPPA dengan OPD lain 

dan kelompok masyarakat yang mendukung? 

7.2 Apakah terdapat jalur komunikasi Dinas PPPA dengan OPD lain dan 

kelompok masyarakat yang mendukung? 

 

8 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik: lingkungan pendukung 

8.1 Bagaimana menurut Saudara pengetahuan masyarakat tentang 

perlindungan anak di kabupaten Bekasi? 

8.2 Apakah pernah ada survei untuk mengukur pengetahuan masyarakat 

tentang perlindungan anak di Kabupaten Bekasi? 

8.3 Bagaimana pendapat Saudara pengaruh lingkungan sosial dan ekonomi 

dalam mendukung perlindungan anak di Kabupaten Bekasi? 
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8.4 Apakah ada peran organisasi politik dalam dalam mendukung 

perlindungan anak di Kabupaten Bekasi? 

Daftar responden wawancara 

 

No Nama Responden Jabatan Institusi 

1 Hj. Titin Patimah, 

SH, M. Si   

Sekretaris Dinas  PPPA.  DPPPA 

2 Iwan Hendrawan 

Juangsyah , SA 

Kepala Seksi (Sub Koordinator) Data Gender dan 

Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak  

DPPPA 

3 Heni Fauziah Staf Pelaksana Bidang Pemenuhan Hak Anak dan 

Perlindungan Anak.  

DPPPA 

4 Andri Topan, SE Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian UPTD 

PPA 

UPT PPA 

 

5 Hj. Bonyi Ardiani Petugas Kecamatan Kecamatan 

Cibitung 

6 Rohaeni Aktivis masyarakat 

 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 6. TRANSKRIP WAWANCARA 

No 

  

  

Pertanyaan 

  

Jawaban Narasumber 

Sekretaris Dinas  

PPPA 

Sub Koordinator Data 

Gender dan Anak 

Pelaksana Bidang 

PHA dan 

Perlindungan Anak 

UPTD PPA 

Petugas 

Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

1    Data terkait perlindungan anak di Kabupaten Bekasi 

   

  

a Berdasarkan data 

Sistem Informasi 
Online 

Perlindungan 

Perempuan dan 
Anak (Simfoni) 

KemenPPA, kasus 

kekerasan anak di 

Kabupaten Bekasi 
masuk dalam tiga 

kategori kasus 

tertinggi di Jawa 
Barat. Selain itu 

terdapat trend 

peningkatan kasus 
kekerasan sesuai 

website Kabupaten 

Bekasi. Apakah 

DPPPA memonitor 
data tersebut? 

“ Data-data kasus 

yang didapatkan 
selalu dilakukan 

monitor, analisa 

dan evaluasi dan 
ditindaklanjuti 

untuk melakukan 

pengambilan 

kebijakan terkait 
kegiatan  

perlindungan anak, 

sehingga data yang 
didapatkan menjadi 

dasar upaya  

berkoordinasi 
dengan perangkat 

daerah lain untuk 

terlibat pada 

kegiatan 
perlindungan 

anak”. 

 

“Data yang masuk akan 

dimonitor setiap 
bulannya, dianalisa 

sebagai dasar untuk 

mengambil kebijakan 
pada kegiatan 

perlindungan anak, 

seperti melaksanakan 

sosialisasi kepada 
masyarakat yang 

diwakili oleh perengkat 

desa, tokoh masyarakat 
terkait upaya 

pencegahan kekerasan 

terhadap anak dan 
berkoordinasi dengan  

organisasi perangkat 

Daerah (OPD) lain 

seperti Dinas Sosial, 
Dinas Kesehatan, Dinas 

Pendidikan”. 

“Dinas  PPPA  selalu  

melakukan  monitor 
terkait data kasus 

kekerasan, 

dikarenakan setiap 
bulan melakukan 

evaluasi dan 

pencetakan data untuk 

salah satu upaya 
pelaporan ke tingkat  

propinsi  Jawa Barat, 

data yang didapatkan 
akan dilakukan analisa 

secara spesifik setaip 

bulan sebagai upaya 
pencegahan dan 

penurunan tren kasus 

data kekerasan anak, 

uapaya yang dilakukan 
terkait data kekerasan 

terhadap anak 

salahsatunya dengan 
menyelusuri informasi 

“ Dinas PPPA 

selalu memonitor 
data kekerasan 

terhadap anak, 

untuk dipelajari 
sebagai bahan 

pengambilan 

keputusan 

kegiatan yang 
akan dilakukan 

dan sebagai dasar 

berkoordinasi 
dengan dinas 

yang terkait 

dengan  
perlindungan 

anak”. 

 

    

b Upaya apa yang 

dilakukan oleh 
DPPPA terhadap 

 



18 
 

 

No 

  

  

Pertanyaan 

  

Jawaban Narasumber 

Sekretaris Dinas  

PPPA 

Sub Koordinator Data 

Gender dan Anak 

Pelaksana Bidang 

PHA dan 

Perlindungan Anak 

UPTD PPA 

Petugas 

Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

data kekerasan 

anak tersebut? 
 

 

kasus penelantaran 

anak, lalu 

dilakukannya 

pendampingan 
terhadap korban dan 

memberikan informasi 

kepada masyarakat 
seperti sosialisasi 

tentang perlindungan 

anak”.  

  

c Berdasarkan data 
pada website 

Kabupaten Bekasi, 

kasus penelantaran 
anak memiliki 

proporsi terbesar 

dari total kasus 
kekerasan di 

Kabupaten Bekasi 

tahun 2020. Upaya 

apa yang sudah 
dilakukan oleh 

DPPPA menyikapi 

hal tersebut? 

 

  

d Apakah Kecamatan 

memantau data 

kekerasan anak. 

Bagaimana trend 
kasus kekerasan di 

kecamatan?  

        

Data yang ada 

selalu 

dipantau, dan 

dilakukan 
koordinasi 

terkait 

pelaporan data 
ke Dinas 

PPPA 

Kabupaten 
Bekasi.   

 Pihak 

kecamatan 

selalu memantau 

data yang ada, 
sebagai aktivis 

di masyarakat 

saya juga 
memantau data 

yang ada  sebai 

bahan untuk 
melakukan 
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No 

  

  

Pertanyaan 

  

Jawaban Narasumber 

Sekretaris Dinas  

PPPA 

Sub Koordinator Data 

Gender dan Anak 

Pelaksana Bidang 

PHA dan 

Perlindungan Anak 

UPTD PPA 

Petugas 

Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

sosialisasi di 

posyandu, PKK 

atau pada 

kegiatan 
dimasyarakat 

lainnya, data 

yang masuk 
akan di rekap 

dan kemudian 

dilaporkan pihak 
kecamatan ke 

Dinas PPPA 

Kabupaten 

Bekasi secara 
periodik, trend 

kasus kekerasan 

saat ini 
cenderung 

meningkat. 

  

e Apa upaya yang 

telah dilakukan 
oleh kecamatan 

dalam menyikapi 

data kekerasan di 
kecamatan? 

 

 

         

Data yang ada 

dianalisa, 
untuk dicari 

hal-hal apa 

yang terkait 
dengan 

terjadinya 

kasus-kasus 

kekerasan 

Berdasarkan 

data yang 
didapat dan 

yang dilaporkan 

ke Dinas PPPA 
Kabupaten 

Bekasi, akan 

dilakukan 

sosialisasi ke 
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No 

  

  

Pertanyaan 

  

Jawaban Narasumber 

Sekretaris Dinas  

PPPA 

Sub Koordinator Data 

Gender dan Anak 

Pelaksana Bidang 

PHA dan 

Perlindungan Anak 

UPTD PPA 

Petugas 

Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

terhadap 

perempuan 

dan anak di 

kecamatan. 
 

tingkat desa/ 

kelurahan 

bahkan ke 

tingkat RW dan 
RT 

2 

 

Implementasi UU no 35 Tahun 2014  

  

  

a Perlindungan Anak 
merupakan amanat 

dari UU no 35 

Tahun 2014. 
Apakah Kabupaten 

Bekasi telah 

melaksanakan UU 
tersebut? Sejak 

kapan Pemerintah 

Kabupaten Bekasi 

melaksanakan UU 
no 35 Tahun 2014? 

“Dinas PPPA 
terbentuk sejak 

tahun 2017 dan 

sudah  mulai 
melaksanakan 

amanat undang-

undang  nomor 35 
tahun 2014  tentang 

perlindungan anak,  

kendala yang 

diahadapi antara 
lain masih 

“Kami sudah 
melaksanakan 

(implentasi undang-

undang no 35 tahun 
2014) sejak Dinas PPPA 

terbentuk tahun 2017, 

pada awal terbentuk 
Dinas PPPA tahun 2017  

masyarakat pada 

umumnya di Kabupaten 

Bekasi belum paham 
mengenai perlindungan 

“Dinas PPPA sudah 
melaksanakan amanat 

undang-undang nomor 

35 tahun 2014 tentang 
perlindungan anak, 

kendala yang 

diahadapi diantaranya 
perilaku orang tua 

dalam  menerapkan  

pentingnya 

perlindungan anak 
masih rendah”.  

“Amanat undang-
undang nomor 35 

tahun 2014 

tentang 
perlindungan 

anak sudah 

dijalankan, 
kendala yang 

dihadapi salah 

satunya adalah 

luasnya wilayah 
Kabupaten Bekasi 
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No 

  

  

Pertanyaan 

  

Jawaban Narasumber 

Sekretaris Dinas  

PPPA 

Sub Koordinator Data 

Gender dan Anak 

Pelaksana Bidang 

PHA dan 

Perlindungan Anak 

UPTD PPA 

Petugas 

Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

  

b Apa kendala yang 

dihadapi oleh 

DPPPA dalam 

melaksanakan UU 
no 35 Tahun 2014 

 

 
 

 

 
 

 

 

rendahnya 

kesadaran 

masyarakat 

terhadap 
perlindungan anak 

yang dikarenakan  

akibat rendahnya 
pengetahuan 

masyarakat akan 

uapaya 
perlindungan anak, 

untuk itu Dinas 

PPPA 

berkoordinasi 
dengan  pihak 

terkait dalam  hal 

sosialisasi 
perlindungan anak 

‘. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

anak, cara mendidik 

masyarakat terhadap 

anak masih  banyak 

dengan  cara 
kekerasan”.  

yang harus 

dilakukan 

penjangkauan 

ketika terjadinya 
kasus kekerasan 

terhadap anak”. 
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No 

  

  

Pertanyaan 

  

Jawaban Narasumber 

Sekretaris Dinas  

PPPA 

Sub Koordinator Data 

Gender dan Anak 

Pelaksana Bidang 

PHA dan 

Perlindungan Anak 

UPTD PPA 

Petugas 

Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

3 

  Ukuran dan Tujuan Kebijakan  

  

  

a Apakah menurut 

Saudara 
Pemerintah 

Kabupaten Bekasi 

telah melaksanakan 
UU no 35 Tahun 

2014? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

“Dalam 

Pelaksanaan 
Undang-Undang 

perlindungan anak 

Kabupaten Bekasi 
sudah 

mengimplentasikan

nya, hal yang telah 

dilakukan oleh 
Kabupaten Bekasi 

diantaranya 

sosialisasi, edukasi 
dan pembentukan 

kelembagaan yang 

mendukung upaya 
perlindungan anak 

di masyarakat dan 

membuat peraturan 

daerah terkait 
Kabupaten Layak 

Anak (KLA). 

“Kabupaten Bekasi telah 

melaksanakan amanat 
Undang-Undang no 35 

Tahun 2014, “Upaya 

yang telah dilakukan 
oleh pemerintah 

Kabupaten Bekasi 

melalui Dinas PPPA 

dalam 
mengimplentasikan 

Undang-Undang nomor 

35 tahun 204 ialah 
diantaranya dengan 

melakukan kegiatan 

sosialisasi kepada 
masyarakat tentang 

pencegahan kekerasan 

terhadap anak, 

pembentukan lembaga 
(contohnya membuat 

lembaga Forum Anak , 

lembaga KPAD, 
PATBM dan bermitra 

dengan organisasi 

masyarakat yang 

beraliansi terhadap 

“Kabupaten Bekasi 

telah melaksanakan 
Undang-Undang 

nomor 35 tahun 2014, 

upaya yang telah 
dilakukan adalah 

sosialisasi kepada 

aparatur 

kecamatan/desa, 
lembaga yang terkait 

untuk melakukan 

pembekalan terhadap 
warga, membentuk 

satgas-satgas atau 

lembaga terkait 
perlindungan anak, 

membuat kebijaka-

kebijakan tentang 

perlindungn anak, 
membentuk UPTD 

PPA untuk dapat 

melaporkan kasus dan 
dapat ditangani atau 

terselesaikan, 

peraturan daerah juga 

telah ada diKabupaten 

 “ Kabupaten 

Bekasi sudah 
melaksanakan 

Undang-Undang 

no 35 Tahun 
2014, dan sudah 

membuat 

peraturan daerah 

tentang 
penyelenggaran 

Kabupaten Layak 

Anak”.  

 Sudah 

melaksanakan, 
upaya 

perlindungan 

anak tealh 
dilakukan sapai 

tingkat 

kecamatan 

bahkan 
desa/kelurahan. 
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No 

  

  

Pertanyaan 

  

Jawaban Narasumber 

Sekretaris Dinas  

PPPA 

Sub Koordinator Data 

Gender dan Anak 

Pelaksana Bidang 

PHA dan 

Perlindungan Anak 

UPTD PPA 

Petugas 

Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

perlindungan anak. 

Kabupaten Bekasi juga 

telah mempunyai 

Peraturan Daerah 
(Perda) tentang 

Kabupaten Layak Anak 

(KLA) yaitu Perda 
nomor 2 tahun 2019”  

bekasi nomor 2 tahun 

2019 tentang 

penyelenggaraan 

Kabupaten Layak 
Anak. 

 

 

  

b Kalau jawaban 

sebelumnya iya, 

sebutkan upaya 

yang telah 
dilakukan oleh 

pemerintah 

Kabupaten Bekasi 
dalam 

mengimplementasi

kan UU no 35 
Tahun 2014? 

 Upaya yang 

telah dilakukan 

oleh Pemerintah 

kabupaten 
Bekasi 

melakukan 

sosialisasi dan 
edukasi maslah 

perlindungan 

anak, 
penjangkauan 

terhadap kasus 

kekerasan yang 

terjadi dengan 
melibatkan 

unsur 

dimasyarakat 
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No 

  

  

Pertanyaan 

  

Jawaban Narasumber 

Sekretaris Dinas  

PPPA 

Sub Koordinator Data 

Gender dan Anak 

Pelaksana Bidang 

PHA dan 

Perlindungan Anak 

UPTD PPA 

Petugas 

Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

  

c Apakah terdapat 

peraturan lokal di 

Kabupaten Bekasi 

sebagai turunan 
dari UU no 35 

Tahun 2014? 

Jelaskan. 
 

 Ada, peraturan 

daerah tentang 

Kabupaten 

Layak Anak 
(KLA). 

 

 
 

4     Sumberdaya            

 

 

Siapa yang 

mengimplementasi
kan UU no 35 

Tahun 2014 di 

Kabupaten Bekasi? 

“ Sumber daya 

yang dilibatkan 

tidak hanya Dinas 
PPPA tetapi 

melibatkan dinas 

terkait, lembaga 
swadaya 

masyarakat yang 

perlindungan anak 

serta masyarakat itu 
sendiri”  

“Kalau tentang 

sumberdaya, Dinas 

PPPA masih dalam 
proses pengembangan  

sumberdaya karena 

memang Dinas PPPA 
adalah dinas baru  dan 

baru tahun keempat 

sejak dibentuk pada 

tahun 2017. Secara 
umum tidak hanya 

Dinas PPPA yang 

melaksanakan Undang-
Undang nomor 35 tahun 

2014 tetapi ada dinas 

terkait yang terlibat 
seperti Dinas Kesehatan, 

Dinas Sosial serta 

“Dalam 

mengimpelentasikan 

Undang-Undang 
nomor 35 tahun 2014 

di Kabupaten Bekasi 

melibatkan Dinas 
PPPA, Dinas Sosial, 

Dinas Pendidikan, 

Dinas Kesehatan serta 

lembaga laian seperti 
layanan PPPA, Satgas 

desa PPA, KPAD 

Kabupaten Bekasi, 
PATBM desa, unsur 

Motekar, pekerja 

Sosial (Peksos) dan 
UPTD PPA. Program 

yang dilakukan 

“Organisasi dan 

Perangkat Daerah 

(OPD) yang 
terkait upaya 

perlindungan 

anak turut 
dibatkan seperti 

Dinsos, Dinkes, 

KPAD dan UPTD 

PPA dalam 
pelaksanaan 

program 

pemerintah 
Kabupaten Bekasi 

dalam 

perlindungan 
anak. Pihak lain 

ada yang 
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No 

  

  

Pertanyaan 

  

Jawaban Narasumber 

Sekretaris Dinas  

PPPA 

Sub Koordinator Data 

Gender dan Anak 

Pelaksana Bidang 

PHA dan 

Perlindungan Anak 

UPTD PPA 

Petugas 

Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

lembag-lembaga yang 

ada dimasyarakat seperti 

Lembaga Perlindungan 

Perempuan dan Anak 
(LPPPA), Komisi 

Perlinungan Anak 

Daerah (KPAD), 
Perlindungan Anak 

Terpadu Berbasis 

Masyarakat (PATBM), 
Forum Anak. Program 

yang dilaksanakan 

antara lain 

melaksanakan sosialisasi 
pencegahan dan 

penanganan tindak 

kekerasan terhadap 
anak”  

diantaranya  program 

penyediaan layanan 

rujukan lanjutan bagi 

korban kekerasan yang 
memerlukan 

koordinasi kewenagna 

tingkat 
kabupaten/kota, 

penguatan dan 

pengembangan 
lembaga penyedia 

layanan perlindungan 

perempuan dan anak 

tingakt kabupaten 
/kota serta peningkatan 

kualitas keluarga 

dalam mewujudkan 
kesetaraan gender dan 

hak anak tingkat 

kabupaten/kota”  

dilibatkan juga di 

tingkat kecamatan 

seperti Kasi 

PMD, Pusat 
Pelayanan 

Terpadu 

Perlindungan 
Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) 

dan kasi trantib 
kecamatan” 
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No 

  

  

Pertanyaan 

  

Jawaban Narasumber 

Sekretaris Dinas  

PPPA 

Sub Koordinator Data 

Gender dan Anak 

Pelaksana Bidang 

PHA dan 

Perlindungan Anak 

UPTD PPA 

Petugas 

Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

  

a  Siapa yang 

mengimplementasi

kan UU no 35 

Tahun 2014 di 
Kabupaten Bekasi? 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

“ Sumber daya 

yang dilibatkan 

tidak hanya Dinas 

PPPA tetapi 
melibatkan dinas 

terkait, lembaga 

swadaya 
masyarakat yang 

perlindungan anak 

serta masyarakat itu 
sendiri”  

“Kalau tentang 

sumberdaya, Dinas 

PPPA masih dalam 

proses pengembangan  
sumberdaya karena 

memang Dinas PPPA 

adalah dinas baru  dan 
baru tahun keempat 

sejak dibentuk pada 

tahun 2017. Secara 
umum tidak hanya 

Dinas PPPA yang 

melaksanakan Undang-

Undang nomor 35 tahun 
2014 tetapi ada dinas 

terkait yang terlibat 

seperti Dinas Kesehatan, 
Dinas Sosial serta 

lembag-lembaga yang 

ada dimasyarakat seperti 

Lembaga Perlindungan 
Perempuan dan Anak 

(LPPPA), Komisi 

Perlinungan Anak 
Daerah (KPAD), 

Perlindungan Anak 

Terpadu Berbasis 
Masyarakat (PATBM), 

“Dalam 

mengimpelentasikan 

Undang-Undang 

nomor 35 tahun 2014 
di Kabupaten Bekasi 

melibatkan Dinas 

PPPA, Dinas Sosial, 
Dinas Pendidikan, 

Dinas Kesehatan serta 

lembaga laian seperti 
layanan PPPA, Satgas 

desa PPA, KPAD 

Kabupaten Bekasi, 

PATBM desa, unsur 
Motekar, pekerja 

Sosial (Peksos) dan 

UPTD PPA. Program 
yang dilakukan 

diantaranya  program 

penyediaan layanan 

rujukan lanjutan bagi 
korban kekerasan yang 

memerlukan 

koordinasi kewenagna 
tingkat 

kabupaten/kota, 

penguatan dan 
pengembangan 

“Organisasi dan 

Perangkat Daerah 

(OPD) yang 

terkait upaya 
perlindungan 

anak turut 

dibatkan seperti 
Dinsos, Dinkes, 

KPAD dan UPTD 

PPA dalam 
pelaksanaan 

program 

pemerintah 

Kabupaten Bekasi 
dalam 

perlindungan 

anak. Pihak lain 
ada yang 

dilibatkan juga di 

tingkat kecamatan 

seperti Kasi 
PMD, Pusat 

Pelayanan 

Terpadu 
Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) 
dan kasi trantib 

 

  

  

b  Jelaskan sumber 

daya yang terlibat 

dalam perlindungan 

anak di Kabupaten 
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No 

  

  

Pertanyaan 

  

Jawaban Narasumber 

Sekretaris Dinas  

PPPA 

Sub Koordinator Data 

Gender dan Anak 

Pelaksana Bidang 

PHA dan 

Perlindungan Anak 

UPTD PPA 

Petugas 

Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

Bekasi? Forum Anak. Program 

yang dilaksanakan 

antara lain 

melaksanakan sosialisasi 
pencegahan dan 

penanganan tindak 

kekerasan terhadap 
anak”  

lembaga penyedia 

layanan perlindungan 

perempuan dan anak 

tingakt kabupaten 
/kota serta peningkatan 

kualitas keluarga 

dalam mewujudkan 
kesetaraan gender dan 

hak anak tingkat 

kabupaten/kota”  

kecamatan” 

  

c Jelaskan program 
kerja DPPPA 

dalam mendukung 

implementasi 
kebijakan 

perlindungan anak 

di Kabupaten 
Bekasi! 

 

  

  

d  Apakah terdapat 

kelompok 

masyarakat yang 
proaktif memantau 

kejadian kekerasan 

anak di Kabupaten 
Bekasi?  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pada tingkat 

kecamatan 

sumber daya 

petugas 

untuk 

berkoordinasi 

dengan Dinas 

PPPA 

Kabupaten 

Bekasi terkait 

perlindungan 

perempuan 

dan anak 

sebanyak 

empat orang, 

mereka yang 

Ada kelompok 

dari masyarakat 

seperti aktivis 
perlindungan 

perempuan dan 

anak, satgas 
PPA di 

desa/kelurahan, 

kader posyandu, 

tokoh agama 
dan tokoh 

masyarakat, 

RW/RT, 
Babinsa, 

Bimaspol, 

trantib 
desa/kelurahan 
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No 

  

  

Pertanyaan 

  

Jawaban Narasumber 

Sekretaris Dinas  

PPPA 

Sub Koordinator Data 

Gender dan Anak 

Pelaksana Bidang 

PHA dan 

Perlindungan Anak 

UPTD PPA 

Petugas 

Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

 

 

 

 
 

 

akan 

melakukan 

penjangkauan 

dan 

melakukan 

assessment 

awal terkait 

kejadian 

kekerasan 

yang terjadi 

dilingkungan 

kecamatanny

a masing-

masing. 

  

e  Jika iya, jelaskan!  Masyarakat 

dilibatkan pada 

upaya 

perlindungan 
anak dalam hal 

sosialisasi dan 

koordinasi, 
contohnya 

dibentuknya 

RT/RW ramah 
anak. 
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No 

  

  

Pertanyaan 

  

Jawaban Narasumber 

Sekretaris Dinas  

PPPA 

Sub Koordinator Data 

Gender dan Anak 

Pelaksana Bidang 

PHA dan 

Perlindungan Anak 

UPTD PPA 

Petugas 

Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

  

f Sebutkan 

sumberdaya yang 

terlibat dalam 

implementasi UU 
no 35 Tahun 2014 

di kecamatan? 

 

 

5 

  Karakteristik 

Agen Pelaksana         
 

  

  

a  Jelaskan struktur 

organisasi di 

DPPPA! 

“ Dinas PPPA 

sudah ada SOTK 

nya dan 
bekerjasama  

dengan dinas-dinas  

terkait bertanggung 
jawab langsung 

kepada kepala 

daerah”.  

“Kalau struktur 

organisasi memang 

mengacu pada 
kementerian PPPA RI 

dan sudah ada, Dinas 

PPPA 
bertanggungjawab 

langsung kepada Bupati 

Kabupaten Bekasi, 

struktur organisasi tetap 
harusnya mengacu 

kepada kementerian  

dari mulai kepala dinas 
kesekretariatan dan 

bidang-bidang. Tidak 

ada struktur yang sama 
pada tingkat kecamatan, 

Ada Organisasi 

Perangkat daerah yang 

“Ada sturuktur 

organisasi dalam 

Dinas PPPA yang 
dipertanggungjawabka

n langsung kepada 

kepala daerah 
(Bupati), tidak ada 

struktur organisasi 

yang serupa, Dinas 

PPPA dalam 
pemantauan kasus 

kekerasan anak 

bekerjasama dengan 
dinas terkait sepeti 

Dinas Sosial dan Dinas 

Kesehatan”.  

“ Terdapat tiga 

bidang dan 

sembilan seksi 
(Sub Koordinator) 

dalam struktur 

organisasi Dinas 
PPPA, dalam 

pemantauan kasus 

kekerasan anak  

Dinas PPPA 
bekerjasama 

dengan dinas 

terkait sepeti 
Dinas Sosial”.  

 

  

  

b Apakah DPPPA 

bertanggung jawab 

langsung kepada 

pimpinan daerah? 

 

  

  

c Apakah terdapat 

struktur serupa 

dengan DPPA 
untuk perlindungan 

anak di tingkat 

kecamatan dan 

kelurahan? 

 

  

  

d Jika iya, jelaskan 

strukturnya! 

 

  

  

e  Apakah terdapat 
Organisasi 

Perangkat Daerah 
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Kecamatan 
Aktivis 

Masyarakat 

(OPD) yang 

mendukung 

DPPPA dalam 

pemantauan kasus 
kekerasan anak di 

Kabupaten Bekasi? 

mendukung diantaranya 

seperti Dinas Sosial dan 

Dinas Kesehatan“. 

  

f 
 Jika Iya, jelaskan 
struktur 

organisasinya! 

 
 

 

  

6 

 
 Sikap/kecenderungan para Pelaksana: struktur birokrasi  

  

  

a Bagaimana peran 

DPPA dalam 

perlindungan anak 

di kabupaten 
Bekasi 

“Peran Dinas PPPA 

dalam perlindungan 

anak sangat 

penting, tren kasus 
yang terlaporkan 

juga sangat dinamis 

jumlahnya, data 
yang masuk akan 

dilakukan analisa , 

evaluasi kegiatan 
dan peningkatan 

koodinasi dengan 

semua pihak 

“Dalam melaksanakan 

kegiatan kegiatan sesuai 

dengan tupoksi yang 

telah ditetapkan oleh 
undang-undang, tren 

kasus pluktuatif, 

menyikapi hal tersebut 
merupakan suatu 

keberhasilan Dinas 

PPPA dalam 
menyampaikan 

sosialisasi kepada 

masyarakat maka 

“Peran Dinas PPPA 

salah satunya dengan 

adanya 

penyelenggaraan 
kegitan tentang anak 

seperti adanya lebaga 

forum anak sebagai 
upaya mengutarakan 

aspirasi anak, data 

yang masuk pada 
tahun 2021 mengalami 

penurunan tren ini 

dimungkinkan akibat 

“Dinas PPPA 

menangani dan 

mendampingi 

setiap laporan 
kasus, terdapat 

peningkatan 

kasus, Dinas 
PPPA mendukung 

pelaksanaan 

Undang-Undang 
nonor 35 Tahun 

2014”.  

 

  

  

b Apakah terdapat 

trend peningkatan 
kasus kekerasan 

anak di Kabupaten 

Bekasi?  

 

  

  

c Bagaimana peran 
DPPPA dalam 

menyikapi trend 
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Masyarakat 

kasus kekerasan 

anak di kabupaten 

Bekasi?  

terkait, maka peran 

para pelaksana 

sangat penting dala 

mendukung dan 
berkinerja baik 

dalam setiap 

program yang 
dilaksanakan” 

masyarakat menjadi 

berani melaporkan 

kasus-kasus yang 

terjadi, seluruh pegawai 
Dinas PPPA juga 

mendukung kegiatan 

yang ada”  

pelayanan penanganan 

kasus tertangani 

dengan baik dan 

melalui upaya 
kegiatan-kegiatan 

dengan landasan 

hokum Undang-
Undang nomor 35 

Tahun 2014”.  

  

d  Bagaimana peran 
pelaksana di 

DPPPA dalam 

mendukung 
implementasi UU 

no 35 Tahun 2014 

di Kabupaten 

Bekasi? 
 

 

 

  

7 

 
 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana: koord antar instansi 

  

  

a Bagaimana 

mekanisme 
koordinasi antara 

DPPPA dengan 

OPD lain dan 

kelompok 
masyarakat yang 

mendukung? 

 
 

 

 

“komunikasi Dinas 

PPPA dengan OPD 
lain dilakukan 

dengan berifat 

berkoordinasi, 

seperti pelibatan 
ada kegiatan yang 

terkait 

perlindungan anak”  

“Dinas PPPA selalu 

melakukan koordinasi 
berkaitan dengan 

kegiatan yang 

melibatkan usur 

organisasi perangkat 
daerah dan masyarakat, 

seperti 

kegiatanperumusan 
penanganan kasus, 

sosialisasi kaitan 

perlindungan terhadap 

“Komunikasi yang 

dilakukan melalui 
koordinasi surat 

menyurat dan rapat –

rapat kegiatan serta 

musyawarah”. 

“komunikasi 

antara Dinas 
PPPA dengan 

OPD lain berjalan 

dengan baik, 

dilakukan mealui 
media komunikasi 

yang ada seperti 

surat menyurat”.  

“Prosedur 

penanganan 

kasus 

kekerasan 

terhadap 

perempuan 

dan anak 

dilakukan 

dengan 

berpedoman 

pada aturan 

Koordinasi 

sudah dilakukan, 
SOP dijalankan, 

OPD lain turut 

dilibatkan 

seperti Dinas 
Sosial, Dinas 

kesehatan, 

Pengadilan 
Agama, Dinas 

Pendidikan, 

Dinas tenaga 
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 anak, komunikasi yang 

dilakukan menggunakan 

koordinasi langsung 

lintas sektor melalui 
surat menyurat atau pun 

media komunikasi 

lainnya seperti HP atau 
ratel.”  

yang telah 

ditetapkan 

oleh Dinas 

PPPA 

Kabupaten 

Bekasi, yaitu 

dengan 

mengikuti 

standar 

operasional 

yang 

diberikan, 

karena 

petugas yang 

ada di tiap 

kecamatan 

sudah 

dibekali 

dengan 

pelatihan 

tentang cara 

penjangkauan 

dan 

penanganan 

awal pada 

kerja dan pihak 

terkai lainnya. 

. 
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Masyarakat 

kasus-kasus 

yang terjadi 

dimasyarakat

”. 

  

b Apakah terdapat 
jalur komunikasi 

DPPPA dengan 

OPD lain dan 
kelompok 

masyarakat yang 

mendukung? 
 

 

 Komunikasi 
dilakukan 

melalui telepon 

atau dengan 
bersurat. 

8 

 
Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik: lingkungan pendukung  

  

  

a Bagaimana 

menurut Saudara 
pengetahuan 

masyarakat tentang 

perlindungan anak 

di kabupaten 
Bekasi? 

 

 
 

 

 

Pengetahuan 

masyarakat tentang 
perlindungan anak 

sudah mulai 

membaik, 

pelaporan kasus 
yang terjadi 

dimasyarakat dapat 

menjadi salah satu 
indikatornya, Dinas 

PPPA sudah 

melakukan 

“Sebagian besar 

masyarakat telah 
mengetahui dan 

memahami tentang 

perlindungan anak, 

sudah dilakukan survei 
dan dituangkan dalm 

buku Profil Anak 

Kabupaten Bekasi. 
Lingkungan sosial dan 

ekonomi sangat 

berpengaruh karena 

“Untuk saat ini 

masyarakat sudah 
lebih banyak 

menyadari dan 

memahami tentang 

perlindungan anak, 
sudah dialkuan survei 

tentang indek 

kepuasan masyarakat, 
lingkungan social dan 

ekonomi 

mempengaruhi dalam 

“Pengetahuan 

masyarakat 
tentang 

perlindungan 

anak sudah 

meningkat, hal itu 
didebabkan 

karena banyaknya 

sosialisasi tentang 
perlindungan 

anak yang 

dilakukan oleh 

Masyarakat di 

Kabupaten 
Bekasi 

beragam 

dikarenakan 

merupakan 
daerah urban 

yang 

berbatasan 
dengan 

ibukota 

negara, jadi 

Masyarakat 

sudah tahu 
tentang 

perlindungan 

anak, adanya 

undang-undang 
tentang 

perlindungan 

anak, adanya 
media elektronik 

dan media social 

saat ini juga 
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penyusunan profil 

Anak Kabupaten 

Bekasi pada tiap 

tahunnya. 
Lingkungan sosial 

dan ekonomi sangat 

berpengaruh 
terhadap upaya 

yang dilakukan 

dalam perlindungan 
anak, organisasi 

politik turut 

mendukung upaya 

kegiatan  
perlindungan anak 

di Kabupaten 

Bekasi”  

lingkungan yang baik 

dan ekonomi yang baik 

mengahasilkan perlaku 

anakakan lebih baik 
dibandingkan dengan 

yang serba kekurangan 

karena lingkungan 
sosialnya kurang 

mendukung, ada peran 

organisasi politik 
contohnya seperti 

anggota dewan DPRD 

komisi III”. 

mendukung 

perlindungan anak 

diantaranya kurangnya 

ekonomi (ekonomi 
terbawah) dapat 

timbulnya Tindak 

Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO) pada 

anak, sedangkan segi 

sosial dapat 
mempengaruhi sikap 

keluarga 

terhadap/dalam 

mendidik anak”.  

Dinas PPPA, 

Lingkunag social 

dan ekonomi 

sangat penting 
dan sangat 

mempengaruhi 

upaya 
perlindungan 

anak, organisasi 

politik juga 
mendukung 

dalam pembuatan 

peraturan daerah 

seperti perda 
nomor 2 tahun 

2019 tentang 

Kabupaten Layak 
Anak (KLA)”  

tingkat 

pengetahuanny

a cenderung 

berbeda antara 
daerah yang 

berbatasan 

dengan 
perkotaan 

dengan daerah 

pedesaan, 
tetapi dalam 

hal 

pemahaman 

terkait 
perlindungan 

anak saat ini 

sudah mulai 
memahami 

dikarenakan 

seringnya 

diadakan 
kegiatan 

sosialisasi 

tentang 
perlindungan 

anak dan 

bagaimana 
seharusnya 

semakin 

memepermudah 

masyarakat 

dalam mencari 
tahu tentang 

perlindungan 

anak. 
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anak 

diperlakukan.  

  

b 

Apakah pernah ada 
survei untuk 

mengukur 

pengetahuan 
masyarakat tentang 

perlindungan anak 

di Kabupaten 

Bekasi? 

 Di kecamatan 
cibitung sendiri 

pernah ada 

survey terkait 
pengetahuan 

masyarakat 

tentang 
perlindungan 

anak yang 

dilakukan. 

 

  

c Bagaimana 

pendapat Saudara 

pengaruh 
lingkungan sosial 

dan ekonomi dalam 

mendukung 

perlindungan anak 
di Kabupaten 

Bekasi? 

 
 

 

 
 

Lingkungan 

sangat 

berpengaruh 
terhadap 

tumbuh 

kembang anak, 

baik itu 
lingkungan 

sosial ataupun 

lingkungan 
ekonomi, 

lingkungan 

social yang 
baik akan 

Lingkungan 

ekonomi : 

dengan ekonomi 
yang kurang 

sering terjadi 

kekerasan pada 

anak, karena 
ekonomi yang 

baik akan 

menyebabkan 
para orang tua 

tenang dalam 

mendidik anak 
dan memenuhi 
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mendukung 

tummbuhnya 

karakter anak 

menjadi baik, 
serta 

lingkungan 

ekonomi yang 
baik akan 

menjamin 

keberlangsung
an hidup anak 

dan 

terpenuhinya 

hak-hak anak 
yang 

seharusnya 

mereka 
dapatkan. 

kebutuhan anak. 

Lingkungan 

Sosial: 

Pergaulan anak 
tergantung 

lingkungan, bila 

pergaulan tidak 
baik akan 

berpengaruh 

terhadap 
perilaku anak 

karean paola 

asuh orang tua 

harus dapat 
membimbing 

dan 

mengarahkan 
anak menjadi 

baik. 
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d 

Apakah ada peran 
organisasi politik 

dalam dalam 

mendukung 
perlindungan anak 

di Kabupaten 

Bekasi? 
 

 

 

 
 

 

 

 Ada dengan para 

anggota dewan 

yang berada 

diwilayah 
daerah 

pemilihan 

(dapil) 
membantu 

mendorong 

terkait dari segi 
kebijakan yang 

diambil dan 

diputuskan serta 

pengalokasian 
anggaran untuk 

kegiatan 

perlindungan 
anak oleh 

pemerintah. 
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LAMPIRAN 7. DOKUMENTASI WAWANCARA 

1. Wawancara dengan Bapak Iwan Hendrawan Juangsyah , SAP selaku 

Kepala Seksi (Sub Koordinator) Data Gender dan Anak Dinas PPPA 

Kabupaten Bekasi 
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2. Wawancara dengan Ibu Hj. Titin Patimah, SH, M. Si  selaku Sekretaris 

Dinas PPPA Kabupaten Bekasi 
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3. Wawancara dengan Bapak Andri Topan, SE selaku Plt. Kepala Sub 

Bagian Kepegawaian UPT PPA Kabupaten Bekasi 
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4. Wawancara dengan Ibu Heni Fauziah  selaku staf Pelaksana pada Dinas 

PPPA Kabupaten Bekasi 
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5. Wawancara dengan Ibu Hj. Bonyi Ardiani Kepala Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Cibitung. 
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6. Wawancara dengan Ibu Rohaeni aktivis masyarakat di Kecamatan 

Cibitung. 

                                    

                               


